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ABSTRAK

Pemaknaan terorisme yang diatur dalam hukum internasional maupun hukum nasional, menjadikan sistem model kontra terorisme penanganan narapidana dalam melalui pelaksanaan pendekatan non represif (soft approach) terhadap narapidana terorisme sebagai pilihan yang efektif. Pembinaan bagi narapidana terorisme di Lapas belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari pembentukan jaringan terorisme yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Mantan narapidana juga kembali melakukan aksi terorisme setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, diperlukan pendekatan non represif (soft approach) terhadap narapidana terorisme dalam pelaksanaan pidana dengan pendekatan humanis merupakan sebuah terobosan dalam melengkapi deradikalisasi narapidana terorisme. Efektivitas pendekatan non represif (soft approach) terhadap narapidana terorisme sebagai alternatif penggganti atau pelengkap dari program deradikalisasi teroris. Pendekatan non represif (soft approach) terhadap narapidana terorisme dengan pendekatan humanis dapat menjadi komponen penting dalam transformasi teroris dan transformasi konflik guna menemukan resolusi yang konstruktif yang merupakan sebuah terobosan dalam melengkapi deradikalisasi dalam penanganan narapidana terorisme sebagai upaya untuk membangun kesadaran humanis dan keutuhan berpikir pelaku teror yang harus dilakukan secara terpadu, disengagement dengan pendekatan humanis, soul approach (pendekatan jiwa), dan de-ideologi, multikulturalisme, dan kemandirian dalam bentuk resosialisasi, re-integrasi, dan sekaligus keteladanan bahwa langkah pemerintah tidak diskriminatif dalam rangka melindungi warga negara Indonesia.
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ABSTRACT

The consequences of terrorism regulated both in international and national law, makes the counter-terrorism model system in handling prisoners through the implementation of a non-repressive approach (soft approach) to terrorism inmates as an effective choice. Guidance for prisoners of terrorism in prisons has not been implemented optimally. This can be seen from the formation of a network of terrorism carried out in prisons. Former inmates also returned to acts of terrorism after leaving prison, requiring a non-repressive approach (soft approach) to terrorism inmates in the implementation of crimes with a humanist approach is a breakthrough in completing the de- radicalization of terrorism inmates. The effectiveness of the non-repressive (soft approach) approach to terrorism inmates is a substitute or complementary alternative to terrorist deradicalization programs. The non-repressive approach (soft approach) towards terrorist inmates with a humanist approach can be an important component in terrorist and conflict transformation in order to find constructive resolution which is a breakthrough in completing de-radicalization in the handling of terrorism inmates as an effort to build humanist awareness and wholeness in thinking terrorists which must be done in an integrated manner, disengagement with a humanist approach, soul approach, and dismissal of the spread of ideology, multiculturalism, and independence in the form of resocialization, reintegration, and at the same time the example that the government’s steps are not discriminatory in order to protect Indonesian citizens.
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